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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

JI. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 50/PL.02.5-Kpt/7301/Sek-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74, pasal
75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan tentang
Dana Kampanye;

b. bahwa dalam rangka pelaporan Dana Kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun
2020 dipandang perlu menunjuk dan menetapkan
Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Selayar Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang
Penetapan Operator Sistem Informasi Dana Kampanye
(SIDAKAM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Mengingat....
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bpati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan....
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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
619)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716),
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-
Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 79/PL. 02-Kpt/7301 JKPLU-
Kab....
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE
(SIDAKAM) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.
Menunjuk dan  Menetapkan  saudara ~ MULYATI,
NIP.19780529 201212 2 001, Pangkat Pengatur Muda Tk I,
Golongan II/b, Jabatan Staf pada Sub Bagian Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Selayar sebagai Operator Sistem Informasi Dana Kampanye
(SIDAKAM) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Selayar Tahun 2020.
Tugas dan Tanggungjawab Operator Sistem Informasi Dana
Kampanye (SIDAKAM) sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Informasi;

2. Menerima Laporan Awal Dana Kampanye;

3. Menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

4. Memfasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan
Publik;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan
pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa kerja Masa kerja operator tersebut di atas
ssebagaimana Diktum KESATU, selama 3 (tiga) bulan
terhitung bulan September 2020 sampai dengan Desember

2020.

KEEMPAT....
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
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